
I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan

suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis

formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang

siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-

kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam

undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 1

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan

pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari

segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan2

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan

pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan

umum. 3

1 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.
1996. hlm. 7.

2 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
hlm. 22

3 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung. 1996
hlm. 16.



Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan
yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian
tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar
bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga
merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara
keseluruhan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten)
dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana
yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan
tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti
larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja
(dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana
kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338
KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain,
Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa)
orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang
menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan
Pasal 360 KUHP.

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut
perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya
gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan
(Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan
tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil
atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif,
misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah
tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan
secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan
dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui
bayinya sehingga anak tersebut meninggal4

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak

pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil,

tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

4 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
hlm. 25-27



a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d. Unsur melawan hukum yang objektif
e. Unsur melawan hukum yang subyektif. 5

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan

pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan

harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun

dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti

(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan

(error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai

hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali

kesesatannya itu patut dipersalahkan6

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman

masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa), Sesuai

teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

5
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a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan
dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada
pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan
adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki
mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk
mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti
akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi
akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan
akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang
menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang
dilakukannya7

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang

lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik

semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua

macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi

yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara

keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya

akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan

kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. 8

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini
menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya,
padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah
piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran
bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak

7 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. hlm. 46
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pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana
sikap berbahaya

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal
ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha
pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan
perbuatan. 9

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan

apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana

yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana

yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas

tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari

sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab

yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan

adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari

soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan10

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum

pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan

kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai

9
Ibid. hlm. 49
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c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana
bagi si pembuat 11

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab

merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus

dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup

lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada

umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada

tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini,

hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak

diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa

kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak

dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang

berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak

dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain,

misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat

dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus

memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit
berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau
karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan
perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa
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tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai
hukuman12

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah

merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang

diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor)

yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan

mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak

mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana

mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum,

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana

apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai

kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Yang Mengatur

12 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. hlm. 51



Tindak pidana narkotika secara umum terbagi menjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika. Menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika

tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menjelaskan bahwa peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menjelaskan bahwa perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka

pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain

berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan

Undang-Undang yang mengatur narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang ini

bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan

Narkotika;

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu

Narkotika.


